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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 4  TAHUN 2007
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

. a.

KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayal (4) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang bersama
Wallkota Palembang telah menyempumakan Rancangan Peraturan
Dzerah lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Palembang Tahun Anggaran 2007 sesual dengan Keputusan
Gubernur Sumatera Selatan Nomor 83 /KPTSA/2007 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Dasrah Kota Palembang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun
Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Walikota Palembang
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2007;

bahwa penyempumaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapalan dan
Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Angaaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kola Palembang Tahun
Anggaran 2007.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1838 lentang Pembentukan
Daerah Tingkat 1l dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Rl Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 1821);

. Undang-Undang MNomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumidan

Bangunan (Lembaran Negara Rl Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Megara Rl Tahun
1984 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Rl Nemor 3569) ;
Undang-Undang Nemor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1897 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Rl Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4048) ;

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1987 tentang Bea Perclehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran MNegara Rl Tahun 1897
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3688) ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepatisme
(Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3851) ;



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4286)

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenlang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4355) ;

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenlang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389) ;

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Rl Tahun 2004 Nomar 66, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4400) ;

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4421) ;

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
WUndang-Undang Nomar 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004 fentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
RI Tahun 2005 Nemer 108, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4548),

12. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Aniara Pemeriniah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4438) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Alas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomar 41, Tambahan Lembaran
Negara Ri Nomor 4080) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
{Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4138) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Rettibusi
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4139) ;

18. Peraluran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor S0,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4418) sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2006 (Lembaran Negara Rl Tahun 2006 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4658);

17. Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Rl Tahun 2005
MNomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor
48. Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
{Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenfang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara R Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Normor 65 Tahun 2005 tenlang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Palayanan Minimal (Lembaran
Negara Rl Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Ke-
uangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomar 4614),
Peraluran Daerah Kola Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kola
Palembang Tahun 2000 Nemaor 24);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2002 Nomor 5);

Peratluran Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Keola Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kola Palembang Nomor 7 Tahun 2006. (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 7) ;

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2007 tenlang
Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang kepada Partai Politik
{Lembaran Dasrah Kota Palembang Tahun 2007 Nomeor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan
WALIKOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN
ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun
Anggaran 2007 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.000.159.121.447 -
2. Belanja Daerah Rp. 1.040.866.961.842 -

(=)
Surplus(Defisity  Rp.  40.707.840.395,-

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Rp. 45.207.840.395,-
b. Pengeluaran  Rp. 4.500.000.000-

_ )

Pembiayaan Netio Rp. 40.707.840.395,-
()

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun-  Rp. -
Berkenaan



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 113.586.024.527 -
b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 795.213.096.920,-

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sejumiah
Rp- 91.350.000.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daersh sejumiah Rp. 51.000.000.000,-

b. Retribusi Daerah sejumiah Rp. 53.621.024.527 -

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumiah
Rp. 2.500.000.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sejumlah
Rp. 6.475.000.000.-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil sejumlah  Rp. 127.215.096.920,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 658.611.000.000,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumiah Rp. 8.387.000.000.-

(4) LainJain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

. Hibah sejumlah Rp. -

. Dana Darurat sejumlah Rp. -

. Dana Bagi Hasil Pajak sejumiah Rp. 77.350.000.000.-

.Dana  Penyesuaian dan  Otonomi Khusus  sejumlah
Rp. 14.000.000.000,-

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah

lainnya sejumlah Rp. -
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Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumiah Rp. 435,309.259.461,-
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 605.557.702.381 -

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari belanja :

Belanja pegawai sejumlah Rp. 423.275.442.595,-
Belanja bunga sejumlah Rp. -

Relanja subsidi sejumiah Rp. -

Belanja hibah sejumiah Rp. -

Belanja bantuan sosial sejumiah Rp. 11.033.816.866,-
Belanja bagi hasil sejumlah Rp.-

Belanja bantuan keuangan sejumiah Rp. -

Belanja tidak lerduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,-

So™m9 a0 oW

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 91.228.618.635,-
b. Belanja barang dan jasa sejumiah Rp. 204.337.300.026.-
c. Belanja modal sejumlah Rp. 309.993.783.720,-



Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri

(2)

(3)

Uraian lebih

dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp. 45.207.840.395 -
b. Pengeluaran sejumiah Rp. 4.500.000.000.-

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
(SiLPA) sejumlah Rp. 44.521.440.395,-

b. Pencairan dana cadangan sejumiah Rp. -

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

Rp. -

d. Penerimaan pinjaman Daerah sejumlah Rp. -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumiah Rp. -
f. Penerimaan piutang Daerah sejumlah Rp. 886.400.000.-

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdin

dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -

b. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumiah
Rp. 3.500.000.000,-

¢. Pambayaran pokok utang sejumiah Rp. 1.000.000.000,-

d. Pemberian pinjaman Daerah sejumiah Rp. -

lanjul Anggaran

Pasal 5

Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

terdin dari :
1. Lampiran |
2. Lampiran il
3. Lampiran I
4. Lampiran IV
5. Lampiran V
6. Lampiran Vi
7. Lampiran Vi
8. Lampiran Vili
9. Lampiran IX
10. Lampiran X
11.  Lampiran XI
12.  Lampiran Xil
13. Lampiran Xill

: Daftar perkiraan penambahan

: Daftar

. Ringkasan APBD ;
: Ringkasan APBD menurut urusan Pemenn-

tahan Daerah dan Organisasi SKPD ;

- Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan |
: Rekapitulasi  Belanja  menurut  urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,

Program dan Kegiatan ;

: Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan

dan keterpaduan urusan Pemerintahan Dagrah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
Keuangan Megara |

. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per

jabatan ;

: Daftar piutang Daerah ;
- Daftar penyertaan modal (Investasi) Daerah |
- Daftar perkiraan penambahan dan pengu-

rangan aset tetap Daerah ;

dan pengu-
rangan aset lain-fain ;

kegiatan-kegiatan tahun  anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan di
anggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;

- Daftar dana cadangan Daerah ; dan
« Daftar pinjaman Daerah dan obligasi Daerah.



Pasal 6

Walikota Palembang menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD Kota Palembang.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada langgal diundangkan dan
mempunyai daya laku sejak tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Palambang.

Ditetapkan di  Palembang
pada tanggal 2| febromri 2007

TA PALEMBANG,

Diupdanghan di Palembeng

pada tangaal 2= Z— 200:}'

SEKRETARIS DAERAH
M

c . H\EDDY SANTANA PUTRA

rwan Hazmen, M. 5§
LiLBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG

TAHUN 200.’-} NOMOR l{



